
 

  

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR  21  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

   PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2018 

TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SIDOARJO  

 

      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

     BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang  :  bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyempurnaaan 

substansi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2018 

tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo, perlu 

dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014    

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia       

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 



 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016     

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal 

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1387); 

10. Peraturan Daerah Nomor 11  Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 88); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG MAL 

PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SIDOARJO.  
 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 

Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo 

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 37), 

diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni                    

ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

             

Pasal  8 

(1) Dalam melakukan pengendalian Mal Pelayanan Publik, Kepala 

DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional Mal 

Pelayanan Publik. 

(2) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut : 

a.Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 sampai dengan 15.00 

b. Jumat                : Pukul 08.00 sampai dengan 11.00 

dilanjutkan  pukul 13.00 sampai dengan 

15.00. 

(2a) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

ditambah sesuai peraturan atau kebijakan masing-masing 

unit layanan, dengan terlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan dari Kepala DPMPTSP.  

(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam 

istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan 

petugas pelayanan untuk bergantian istirahat. 



 

Pasal  II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

 
            Ditetapkan di  Sidoarjo  
            pada tanggal  25  Maret  2019 

     
                  BUPATI  SIDOARJO, 

                                                                    
                               ttd 
 

                                                      SAIFUL ILAH  
 
 

 
Diundangkan di Sidoarjo  

pada tanggal 25  Maret  2019 
 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SIDOARJO,  
 

 
ttd  
 

 

ACHMAD ZAINI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 21 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP : 21 TAHUN 2019 


